
GUDERNUR LAMPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR: G 1121/ B.I11 1HK 12012 

TENTANG
 

EVALUASlRANCANGANPERATURANDAERAH
 
KABUPATEN PESAWARAN TENTANG RETRIBUSI DAERAH
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang : a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Retribusi 
Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 
157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas. perlu menetapkan 
Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pesawaran tentang Retribusi Daerah; 

Mengir.gat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008; 

3.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah: 

4.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan amara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah KabupatenIKota; 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011; 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah: 

Mcmperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-75/MK.7/2012 tanggal 19 Januari 2012 hal 
Hasil Evaluasi 3 (tiga) Raperda Kabupaten Pesawaran tentang Retribusi Daerah. 



MEMUTUSKAN :
 

Menetapkan :	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG 
RETRIBUSI DAERAH. 

KESAIU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang 
Retribusi Daerah sebagaimana tercanturn pada Lampiran I, II dan Lampiran III 
Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Bupati Pesawaran bersama DPRD Kabupaten Pesawaran segera melakukan 
penyempumaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut 
berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil 
evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan 
Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil 
evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada 
Menteri Keuangan dan Gubemur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah 
ditetapkan. 

KELlr,1A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan 
pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditctapkan di Tclukbctung 
pacta tanggal 9-2-2012 

GUBERNUR LAMPUNG 

ttd 

Tembusan:	 SJACHROEDIN Z.P. 
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2. Menteri KeuanganRI di Jakarta; 
3. Kepala Badan PemeriksaKeuanganPerwakilanLarnpung di Bandar Lampung: 
4. Kenia DPRD KabupatenPesawaran di Gedongtaan; 
5. InspekturProvinsiLampung di Bandar Lampung. 



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : GI 121 IB.lII/HKl2012 
TANGGAL: 9 FEBRUARI 2012 

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN PESAWARAN TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
 

I No I Matari Raoerda I Rumusan Raperda_ i Rumusan penyempurnaan Keterangan 
1 L I 3 I 4 5 

Angka 1 dihilangkan 
Mengingat 

1. Passl 1i syat (8) URoaAg IeJFH~aAg QS8ar R8~~&lik ' ­1	 I Dasar hukum 
If1{~9R8SiQ TSRUA 1Q4fi 

8.	 Undanq-Undanq Nomor 33 Tahun 2004 tentang 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang I Angka 8 disempurnakan 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 126, 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 
20. Peraturan	 Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang IAngka 20 disempurnakan 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
Nomor 4737); 

-	 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Penambahan peraturan 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara perundang-undangan terkait 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, dan urutan sesuaikan hirarki 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia perundang-undangan 
Nomor 5025); 

- Peraturan Menteri PU Nomor 24/PRT/M/2007 
Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan 
Gedung 

- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER. 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha 
Pembudidaya Ikan; 

- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nemor 
, I 'I	 I ............ "At··~tll""""" +........+...... 11C>'.:Ih'.:l P ·k......an
I	 ~~~;~:.L ...u en .••, II I	 i ".=.:..~ --_. - . ! ! 
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2 Ketentuan Umum 

3 Nama, objek dan 
subjek 

BABI
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 

Pasal 12 
Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman 
Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas 
pemeberian izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 
918R P8~8rjFltiiR QS9FQI:l 

Pasal 18 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Izin Gangguan 
dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian 
Izin "aFli~w8Fl el8R P8RUilFiAt8R QS8fSR. 

Pasal27 
Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi 
sebagai pembayaran atas pemberian lzin Tr8v8k ehiilA 
P8m8riAt8R QS8FSA 

Pasal34 
Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut 
Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin 
Y88R8 Peril(sAsA el8A PeFfl8FiAt8A QS8f8A 

Pasal19 
(1) Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Tempat 

UsahalKegiatan kepada Orang Pribadi atau badan dilokasi 
tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan 
gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian 
kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah 
terjadinya gangguan keternoan, keseiamatan, atau 
kesehaten umum, memelihara ketertiban lingkungan dan 
memenuhi norma keselamatan dan kesehatan keria 

BABI
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasal1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang 
dimaksudkan denqan : 

Pasal12 
Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman 
Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas 
pemeberian izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 
disuatu tempat tertentu. 

Pasal18 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Izin Gangguan 
dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian 
Izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau 
badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, 
kerugian dan/atau gangguan. 

Pasal27 
Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi 
sebagai pembayaran atas pemberian lzin kepada orang 
pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan 
angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa 
trayek tertentu dalam wilayah daerah. 

Pasal34 
Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut 
Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin 
kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan 
kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. 

Pasal 19 
(1) ObjekRetribusi adalah Pemberian Izin Tempat 

Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi ataubadandilokasi 
tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan 
gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian 
kegiatan usaha secara terusmenerus untukmencegah 
ierjadillya YC::llIg9uan ketertban, k135alamatan, atau 
kesehatan umum.memelihara ketertiban lingkungan dan 
memenuhi norma keselamatan dan kesehatan keria. 
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Pengetikan kata "Dalam....." 
disejajarkan dengan kata 
PERATURAN pada Diktum 
Menetapkan 

Pasal 12 disempurnakan 

Pasal 18 disempurnakan 

Pasal 27 disempurnakan 

Pasal 34 disempurnakan 

Pasa/19 ayat(2) ditambah 1 (satu) 
huruf untuk mengecualikan tempat 
usaha/kegiatan yang yang telah 
ditunjuk olehPemerintah dan/atau 
Pemerintah Daerah sebagai objek 
retribusi Izin Gangguan. 
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(2)	 Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2)	 Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat 
(1) adalah : (1) adalah: 
a. Tempat usaha/kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan a. Tempat usahalkegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan 

Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus; 
Khusus; b.	 Tempat usaha/kegiatan yang berada di dalam bangunan 

b.	 Tempat usahalkegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; 
atau Iingkungan yang telah memiliki izin gangguan; c.	 Tempat usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya 

c.	 Tempat usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya didalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan 
didalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil. 
usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil. d. Tempat usaha/kegiatan yang telah ditunjuk oleh 

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. 

Pasal35	 Pasal35 Pasal 35 disempurnakan 
dengan menambah ketentuan 

Pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha Pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha 
(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada Orang (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada Orang 

pengecualian izin usaha 
penangkapan dan pembudidayaan ikan yang terdiri penangkapan dan pembudidayaan ikan yang terdiri perikanan berdasarkan 
dari: dari: peraturan perundang-undnagan 

di bidang perikanan tangkap 
Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan 

a. Izin Usaha Perikanan Tangkap, berupa Surat Izin a. Izin Usaha Perikanan Tangkap. berupa Surat Izin 
dan pembudidayaan ikan. 

Ikan (SIPI) I Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Ikan (SIPI) I Surat lzin Kapal Pengangkut Ikan 
(SIKPI); (SIKPI); 

b. Izin	 Usaha Pembudidayaan Ikan, berupa Surat Izin b. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan, berupa Surat Izin 
Usaha Perikanan (SIUP), Surat Penangkaran dan Usaha Perikanan (SIUP), Surat Penangkaran dan 
Pembudidayaan Ikan (SPBI). Pembudidayaan Ikan (SPBI). 

(2) Tidak	 termasuk obyek retribusi sebagaimana (2) Tidak terrnasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud 
dimaksud pada ayat (1) adalah: pada ayat (1) adalah: 
a. Bidang Penangkapan Ikan :	 a. Bidang Penangkapan Ikan: 

1) Kapal perikanan miJik Perusahaan Negara atau 1) Kapal perikanan milik Perusahaan Negara atau 
Daerah; Daerah; 

2) Kapal perikanan yang melakukan kegiatan 2) Kapal perikanan yang melakukan kegiatan 
dalam rangka tugas-tugas perikanan, dalam rangka tugas-tugas perikanan, 
melaksanakan latihan penangkapan, melaksanakan latihan penangkapan , 
penelitian/survei dan eksplorasi/eksploitasi penelitian/survei dan eksplorasi/eksploitasi 

.	 khLJSUS untuk menunjang pernbanqunan khusus untuk menunjang pernbanqunan ] , kelautan dan perikanan Daerah;	 I kelautan dan perikanan Daerah; II I 
I ~) K.::lInal I:.lV~U	 I 3) Kapalla}'ar .L_ I ! --, .•-r:-~ --,--' I I r:	 _ 
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b. Bidang Pembudidayaan Ikan : 
4) YeeRe ..... Pe~susi8syseF! . IksF! . Qt.. eirpsVQu 

PemSeeli'lfliUI seRgeR eFe8118R8R tiElli'lk lesiRsli'Iri 
Q.,i Rektli'lF 

2)Ye8R8 P8FAbwsiElaya8R·lk8R ". aiF lautKeFaFA08 
JariR~ .t\J:JWR! tiElak leliliR eaFi 2-J:J1eRS ata", petak; 

4) 

5) 

Kegiatan penangkapan ikan lainnya yang 
dikecualikan untuk memiliki SIUP bidang 
perikanan tangkap sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
Kegiatan pembudidayaan ikan lainnya yang 
dikecualikan untuk memiliki SIUP bidang 
pembudidayaan ikan sebagaimana diatur 
dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal20 
Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang 
memperoleh Izin CaR~UJUQFl. 

Pasal20 
Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang 
memperoleh lzin Tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah 
Daerah. 

Pasal 20 disempurnakan 

4 Cara mengukur 
tingkat 
penggunaan 
jasa 

Pasal15 
Tingkat penggunaan [asa Izin Tempat Penjualan 
Minuman Beralkohol diukur berdasarkan "eRie TeFApat 
Ue8l:1aosR"8Ris GeI9R~8Fl MiR"'FRaR i8rall~8A81. 

Pasal15 
Tingkat penggunaan jasa Izin Ternpat Penjualan Minuman 
Beralkohol diukur berdasarkan atas pengendalian, 
pengawasan dan dampak negatif dari pemberian izin 
tersebut. 

Pasal 15 disempurnakan 

Pasal30 
Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan 
jenis angkutan ElaR frekweRsi wsktw periaiF!aR yaA~ 

siseFil~sR eleR ReFAeFiRtsR Qa8FsI:l 

Pasal30 
Tingkat penggunaan [asa izin trayek diukur berdasarkan 
jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum 
penumpang. 

Pasal 30 disempurnakan 

7. Struktur dan 
besarnya tarif 
retribusi 

1. Rumus perhitungan tarif 
Retribusi 1MB disempurnakan 
dengan menghapus perkalian 
angka 20. 

2. Dalam penetapan tant Retribusi 
1MB hendaknya Pemda 
memperharikan prinsip dan 
sasaran oenetaoan tarit retribusi 
periznen tertentu yang. 
didasarkan pada tujuan untuk 
menutup sebagian atau seluruh 

Pasal9 
(1) Taritditentukan dan ditetapkan berdasarkan Tarif Harga 

Dasar Bangunan (THOP) dalam Kabupaten Pesawaran 
sebagai berikut ; 
a. Lokasi bangunan berada dipinggir jalan Nasional, 

Provinsi danJalan Kabupaten serta konstruksi bangunan 
yang digunakan; 

IHarga Dasar ('3~2L~ ~I Jenis Bangunan . . . ~ Harga Dasar (Rp) I M2 I 
1 

80.000 I l'/' Bangunafl Permanen /80.000 II 
60.000 I 2. Bangunan Semi Perma~en . 60.000 IIjl 

3. Ban unan Tambatv lam-lam: ..L..------~_~ 

No I .Jenis Ban unan 
1. Bangunan Permanen 
2. Bangunan Semi Permanen 
3. Bangunan Tambahan lain-lain: 

Pasal9 
(1) Tarif ditentukan dan ditetapkan berdasarkan Tarif Harga 

Dasar Bangunan (THOP) dalam Kabupaten Pesawaran 
sebagai berikut ; 
a. Lokasi bangunan berada dipinggir jalan Nasional, 

Provinsi dan Jalan Kabupaten serta konstruksi 
bangunan yang digunakan; 

I 
I 
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a. Pagar beton 50.000 
20.000b. Pagar besi 

c. Pagar kawal 10.000 
d. Lanlai jemur 20.000 
e. Cucian mobil 20.000 
f. Pelalaran parkir 10.000 
g. Pipa gas dan pipa air 70.000 
h. Tanki gas 70.000 
i. Menara 70.000 
j. Selasar 30.000 

b. Lokasi bangunan berada dipinggir jalan kampong dan 
gang serta konstruksi bangunan yang digunakan : 

No. Herqa Dasar (Rp) 1M2Jenis BanQunan 
1. Bangunan Permanen 70.000 

Bangunan Semi Permanen2. 50.000 
Bangunan Tambahan lain-lain:3. 
a. Pagar beton 50.000 

20,000b. Pagar besi 
c. Pagar kawal 10.000 
d. Lanlai jemur 20.000 
e. Cucian mobil 20.000 

10,000f. Pelalaran parkir 
g. Pipa gas dan pipa air 70.000 

70.000h. Tankigas 
i. Menara 70.000 

30,000i Selasar 
---'---~~'_.'-

(2)	 RINCIAN : LB XTHOB XKLB X KTB X KGB ~ 

LB ; Luas Bangunan 
THOB : Tarif Harga Oasar Bangunan 
KLB : Koefisien Luas Bangunan 
KTB : Koefisien Tingkat Bangunan 
KGB : Koefisien Guna Bangunan 
20 : ~g TaRYR 

a. Pagar belon I5(fOOO' 
b. Pagar besi 
c. Pagar kawal 
d. Lanlai jemur 
e. Cucian mobil 
f. Pelataran parkir 
g. Pipa gasdan pipa air 
h. Tanki gas 
i. Menara 
j. Selasar 

20.000 
10,000 
20.000 
20.000 
10.000 
70.000 
70.000 
70.000 
30.000 

b. Lokasi bangunan berada dipinggir jalan kampong dan 
gang serta konstruksi bangunan 

No. Jenis Banounan 
1. Bangunan Permanen 

Bangunan Semi Permanen2. 
Bangunan Tambahan lain-lain:3. 
a. Pagar beton 
b. Pagar besi 
c. Pagar kawal 
d. Lanlai jemur 
e, Cucian mobil 
f, Pelataran parkir 
g, Pipa gas dan pipa air 
h. Tanki gas 
i. Menara 

_ j. Selasar __ ~__ 

ang digunakan : 
Harqa Dasar (Rp) I M2 

70.000
 
SO.OOO
 

so.000 
20.000
 
10000
 
20.000 
20.000
 
10,000
 
70,000
 
70.000 
70.000
 
30,000
 . ­

(2)	 RINCIAN : LB X THOB X KLB XKTB X KGB 
LB : Luas Bangunan 
THOB : Tarif Harga Oasar Bangunan 
KLB : Koefisien Luas Bangunan 
KTB : Koefisien Tingkat Bangunan 
KGB : Koefisien Guna Bangunan 

biaya penyelenggaraan 
pemberian izin yang 
bersangkutan. 

3. Pemda seharusnya melakukan 
simulasi perhitungan terlebih 
dahulu atas sualu objek dengan 
ukuran dan jenis tertentu. 

I 
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Pasal31 
Struktur dan Besarnya tarif Retribusi adalah sebaqai berikut : 

a. Mobil penumpang 
umum/Angkutan Pedesaan 

b. Taxi 
c. BusAC 

. Bus Kecil 
- Bus Sedang 

d. Bus Non AC 
. Bus Kecil 
- Bus Sedang 

8. /\~",El9R:19A 

I I	 I 
I' I	 ~u. 

Rpo 2000000,00 

Rpo 300.000,00 

Rp. 2500000,00 
Rp. 3000000,00 

Rp. 2500000,00 
Rp. 300.000,00 
D~ 1 en nnn nn , 

I
 
____--1.1 

-
4 

Pasal31 
Struktur dan Besarnya tarif Retribusi adalah seb agai berikut : 

.~--~-

a. Mobil penumpang 
umum/Angkutan Pedesaan 

b. Taxi 
Co	 Bus AC 

. Bus Kecil
 
- Bus Sedang
 

d. Bus Non AC 
- Bus Kecil 
- Bus Sedano 

Rp.2000000,00/5 Thn 

Rp.300.000,00/5 Thn 

Rp.250.000,00/5 Thn 
Rp.300.000,00/5 Thn 

Rpo 250.000,00/5 Thn 
Rpo 300.0010,00/5 Thn 

,	 saatI	 I
ulang lidak dikEnakan tarifretribusi 

5 

10 Sesuai dengan Pasal 23 Kepmenhub 
No. KM.35 rahun 2003tentang 
Penyelenggaraafi Angkutan Orang di 
Jalan denagan Jngkutan Umum, safah 
satu jenis an~~utan dalam trayek 
adalah angkulan khusus yang terdiri 
atas angkulan Altar Jernput, angkutan 
Karyawan, angkltan Permukiman, dan 
angkutan Pemadr Moda. 

2.	 Apabila eoudeaen yang dimaksud 
pada ketentuan tarif adalah angkutan 
khusus maka penyebulannya agar 
disesuaikan dengan peraturan 
perundanq-uncaqan yang berlsku, 

30	 Sesuai dengan Pasal 145 UU No. 28 
Tahun 2009, objk Retribusi Izin Trayek 
adalah pemberan izin kepada orang 
pribadi atau baosn untuk menyediakan 
pelayanan angkltan penumpang umum 
pada suatu a'3U beberapa trayek 
tertentu. 

4.	 Sesuai denqan Pasal 64 ayat (1) 
Kepmenhub Nc KM.35 Tahun 2003, 
izin operasi adalah izin unluk 
melakukan keliatan anqkutan tidak 
dalam trayek fan salah satu jenis 
angkutan tidak dalam trayek adalah 
taxi. 

5.	 Berdasarkan h~ tersebut diatas maka 
disarankan a!ar menghapus laxi 
karena tidak temasuk objek Retribusi 
lzin Trayek. 

6.	 Masa belaku iZil trayek adalah 5 tahun 
dan dapat dipeDanjang, sesuai dengan 
pasal 57Kepm nhub No. KM.35 Tahun 
2003. 

7.	 Disarankan ~ar penetapan larif 
Retribusi Izin frayek dilakukan per 5 
tahun, sedang;an pada daftar 



7 
2 

6 I Perubahan Tarif 
Retribusi 

3 

Pasal32 
iisys retriewsi -ssf'tsr wisRS ieiR trayek &etiap taAwA 

uditet8pl(SR -ag q~ - sari tsrif -Retri8W&i &eliaS8iFFlsRS 
::I't"'Cl!IrT"J-; caeca. cr , . eimsksws selaFFl Psssl i-1 

Pasal25 
(1)	 Setiap pelaku usaha wajib mengajukan 

permohonan perubahan izin dalam hal melakukan 
perubahan yang berdampak pada peningkatan 
gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari : 
a.	 Perubahan sarana usaha; 
b.	 Penambahan kapasitas usaha; 
c.	 Perluasan lahan dan bangunan usaha. 

~A~aliils terjasi PS~iRil9RIiiIR Aak ieiA, lieFFlilik BafW 
staB RSFFlSAYIiiI &8Ailiri sslSFFl - jQFlSks '!Isktw 
"8lameat 18R188tRya 1 (sstw~ ~8A tsrlo1itleiRS s&jQk 
'&Assal 1i8FFliAilsRSR Ask, RSryS seger8 
meRg9jwksR P8fff1SR9ASR eslil< F1Ei1FFla. 

~3)	 QEillaFFl Rsl kewajiBsR &s8sssimSREiI oiFFlsk81e1& psss 
ayst (1) SSA sYQt (i!~ tissl< siliSRleIRi 818101 psI8kw 
WSS~EiI, FFlsks iw~ati SSlist FFl8RiQewt iiiliR W&8RS. 

Pasal 42 
(1)	 Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) 

tahun sekali. 
(2)	 Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan 
indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

7 Wilayah Pasal 43 
Pemungutan WilaysR ~aFFlwRswtliFl Rstrielel&i asalaR iii tSFFlPEilt 

~818yaAsR 1i8rii!iASR ySAS Si881sRssaFskaR GlSISFFl 
Ii:D'!AFAR 

4 

Pasal32 
Izin trayek berlaku selama 5 Tahun dan dapat 
diperpanjang 

Pasal25 
Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan 
perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang 
berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya 
sebagai akibat dari : 
a.	 Perubahan sarana usaha; 
b.	 Penambahan kapasitas usaha; 
c.	 PerJuasan lahan dan bangunan usaha. 

Pasal 42 
(1)	 Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) 

tahun sekali. 
(2)	 Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan 
indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(3)	 Penetapan tarif retribusi sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 43 
Retribusi dipungut di wi/ayah Daerah Kabupaten 
Pesawaran. 

5 

Pasal 32 disempurnakan 

Pasal 25 disempurnakan, 
dengan menghilangkan ayat 
(2) dan ayat (3) karena tidak 
ada balik nama izin 
gangguan 

Pasal 42 disempurnakan 
dengan menanbah 1 (satu) 
ayat baru. 

Pasal43 disempurnakan 
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Penentuan 
pembayaran, 
ternpat 
pembayaran 

8 

Sanksi 
Administrasi 

43 

BAB XIIPasal 44 
(1)	 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD PENENTUANPEMBAYARAN,TEMPAT 

PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAANatau dokumen lain yang dipersamakan. 
PEMBAYARAN~2te	 g818~ Ral IflJ8ji8 R8tFi&l:l8i ti9sk "'8~&sysrt8~at 

weldijRya stew·· kl:lra~ .. R:t8FA&eysr, eil<8F1sl<SR Pasal 44 
SQflk8i ae~iRi&tFs8i &8Fij~S &YRsa 68&888r ~q~ (9YSI (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
fi9FS8R) s8ti8f) 8ijiaR Gari F9bi&W8;· yaRS t9rijtsRS (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat 
yaAS tissk 8tSY kwrsRS 9i&8yaf ~SA ~itsgiR S8RgSR Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen 
FR8RsgwFlakaA eTR!;). lain yang persamakan. 

(~) P8RasiRsR R9tri9wsi t8FwteRS &9&8saiFRaRS I (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
diFRel<8w" Iis"a ayet (~) 9i"SRWlwi G8RseR ewrat dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon 
T9SblF8F1. dan kartu langganan. 

(4)	 Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi I (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. pada pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas 

Daerah. 

Pasal . 
(1)	 Retribusi terutang harus dilakukan secara tunaillunas. 
(2)	 Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan selambat-Iambatnya 15 (lima belas) 
hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

(3)	 Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran, 
angsuran dan pembayaran retribusi ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

BAB XIIIPasal 44 
SANKSI ADMINISTRASI
 

waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
 
(2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat 

Pasal.,. 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya 
persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi 
yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari 
menggunakan STRD. retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan 

ditagih dengan menggunakan STRD. 

5 

Pasal 44 disempurnakan 

Penambahan bab dan pasal 
baru yang mengatur lentang 
pembayaran retribusi, 
dengan adanya penambahan 
pasal maka pasal 
selanjutnya menyesuaikan 

Pasal 44 ayat (2) diubah 
menjadi Bab dan Pasal yang 
mengatur sanksi administrasi 
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543 

Penagihan 

11 I Tata Cara 
Pembayaran 

12 I Tata Cara 
Penghapusan 
Piutang Retribusi 
Yang 
Kedaluwarsa 

BABXIV BAB XIV Pasal45 disempurnakan 
lAllA. C,A.R'" PENAGIHAN PENAGIHAN 

Pasal45 Pasal45 
(1) Penagihan retribusi terutang yang kurang bayar I (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan STRD dan 

dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului dengan Surat Teguran atau Surat 
didahului Surat Teguran. Peringatan atau surat lain yang sejenis. 

(2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindak awal I (2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain 
pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan 
7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 
pembayaran. (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal I (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis 
retribusi yang terutang. diterima oleh Subyek retribusi, wajib melunasi 

retribusi yang terutang. 
(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat I (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis 

(1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan 
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

(5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran I (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan 
diatur dengan Peraturan Bupati. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain 

yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 46 Pasal 46 I Pasal 46 disempumakan 
(1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka. (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan 
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat secara tunaillunas. 

pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau 
Peraturan Bupati. ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang 

ditentukan dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lainnya yang dipersamakan. 

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat 
pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 49 disempurnakanPasal 49 Pasal 49 
dengan menghilangkan ayat (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi 
(6) karena doubel dengankedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun 
pasal 50 ayat (3) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika 

kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak Waiib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang 
pidana di bidang Retribusi. Retribusi.I I I I I I
 

I I I I I I
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(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: 
a. diterbitkan Surat Teguran; atau 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib 

Retribusi, baik lang sung maupun tidak 
langsung. 

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya 
Surat Teguran tersebut. 
Pengakuan utang Retribusi secara langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya 
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi 
dan belum melunasinya kepada Pemerintah 
Daerah. 
Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dapat diketahui dari pengajuan permohonan 

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: 
a. diterbitkan Surat Teguran; atau 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib 

Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat 
Teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 
Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai utang Retribusi dan belum 
melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan 
oleh Wajib Retribusi. 

. angsuran atau penundaan pembayaran dan 

(6)=. 
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 
Tata €lara ~9R~t:lafJl;j6BR pi~taRg F8triDwsi YQR~ 
11_.....1_1•• .... :_.... Ir ...J n_,._4-....__ ,..... .' 

GUBERNUR LAMPUNG 

ttd 

SJACHROEDIN Z.P. 
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Cara Me:9ukur4 
Tingkat 
Penggunaan 
Jasa 

5 I Struktur dan 
Besarnya Tarif 
Retribusi dan 
Wilayah 
Pemungutan 

3 

Pasal8 
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis 
Q~JstSlj frekw9R8i, pSISySASR ke8shstsR. 

I 

Pasal 13 
Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/ 
kebersihan diukur berdasarkan atas ~ tempat~ 

bangunan dan frekuensi. 

Pasal33 
Tingkat Penggunaan jasa pengendalian menara 
telekomunikasi diukur berdasarkan frekuensi pelayanan 
pengawasan, pengendalian, pengecekan, pemantauan 
terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan 
fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan 
timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang 
dilaksanakan dan diberikan oJeh Pemerintah Daerah. 

Pasal9 

Pasal14 
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

t. I Peru mahan : 
a. Perumahan Kelas NKelas I JI. IRp. 10.0001b1n 

Protokol sebesar 
b. Perumahan Kelas BfKelas II dan III JI. Rp. 5.000 fbln 

Protokol sebesar 
c. Perumahan Kelas CfKelas IV JI. I Rp. 5.000/bln 

4	 

F---,Pasal 8 disempurnakan Pasal8 
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis 
pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan 
frekuensi pelayanan kesehatan. 

Pasal 13 disempurnakan 
Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/ 
kebersihan diukur berdasarkan atas lokasi/ tempat, jenis 
usaha, bangunan dan frekuensi. 

Pasal 13 

Pasal 33 disempurnakan Pasal33 
Tingkat Penggunaan jasa pengendalian menara 
telekomunikasi diukur berdasarkan frekuensi pelayanan 
pengawasan, pengendalian, pengecekan, pemantauan 
terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik 
menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan 
timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang 
dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah serta 
persentase tertentu dariNJOP. 

Pasal 9, retribusi pelayanan 
kesehatan dapat dipungut 
jika Kabupaten Pesawaran 
sudah mempunyai Rumah 
Sakit 

Pasal 14 disempurnakanPasal14 
dengan mengatur kelas 

Sampah ditetapkan sebagai berikut: 
(1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan 

perumahan dan kategori 
I I kios/los 

1.	 I Perumahan: 
a.	 Perumahan Kelas AlKelas I JI. Rp. 10.000fbln
 

Protokol sebesar
 
b.	 Perumahan Kelas BfKelas II dan III JI. Rp. 5.000 fbln
 

Protokol sebesar
 
c.	 Perumahan Kelas CfKelas IV JI. Rp. 5.000 fbln 

I
 

I penghu.bUng sebesar .j' ..... ... . . ~.' L-J PenghuDung sebesar ,.	 ,.I I I~ Dan seterusnya _ _ _ _ _~ . JJ ~1	 -L_._---,- _L~~___ .-:-'O:::.:a=n-'-s::..;e:.::..te=-:.r.=us::..:n:..l.y.=:8 

I (2) Kelas perumahan dan kategon ktos sebaqaimana I I
I ~i;~~~Ud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan I ILJ	 I 

I 



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/121 /B.III/HK/2012 
lANGGAL: 9 FEBRUARI 2012 

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERAlURAN DAERAH 
KABUPATEN PESAWARAN TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

No	 I M:::Iteri Ranerda Rumusan PenyempurnaanRumusan Raperda 
1 I 2 43 

1 I Dasar hukum 1. Pasal 19ayat Ei~ UREtaRS YREtaRg gasar R8~W91ik
 

Mengingat
 IM@Rssia TaRwR 1Q46 

15.	 Peraturan Pemerintah Rspwslik IRssRssia Nomor 52 I 15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3980); 
3980); 

16.	 Peraturan Pemerintah Rspwolil( IREloRssia Nomor 53 I 16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 
Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit 
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3981); 
Nomor 3981); 

BASI 
KETENTUAN UMUM 

2 I Ketentuan Umum I	 BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 Pasal1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang 
dimaksudkan dengan : 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 

Nama, Objek dan Pasal20
 
Subjek Retribusi
 

3 Pasal20 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut 

Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan jasa 
Dengan nama Retribusi Pe/ayanan Pasar dipungut 

Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas 
pslayaA8R Paser yaRS sisslsRgsarakaR eleR PS~8riRtaR pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios, 
QIiilsr8R yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan 

I untux pedagang. 
I I 

Angka 1 dihilangkan 

Angka 15 disempurnakan 

Angka 15 disempurnakan 

Pengetikan kata "Dalam... ." 
disejajarkan dengan kata 
PERATURAN pada Diktum 
Menetapkan 

Pasal 20 disempurnakan 

J
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Pasal24 Pasal24 Pasal 24 disempurnakan 
1. P8AY8'11S yaAS FR8A8FR~sti kii&, 18& '/Je:jili Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar 

m8m~wRyai I(SRY hsk sewsJfjsl(siySRS silUilwsFl'isA ditetapkan sebagai berikut: 
8IeR~~ Ke~sls QiRS& ._~ PS8SF KebeFsihsA SSA 1. Pemakaian: 
Pert8msA8R gSA sik8ASksR·bisys 8sbe6SF : a. Los Rp.1.500/m2/bulan 

a. Los. Rp.1.500/m2/bulan b. Kios Kategori Rp.2.000/m2/bulan 

b. Kios Kategori Rp.2.000/m2/bulan 

2. Pedagang Komersil 2. Pedagang Komersil 
a. Pasar buah. Rp.1.500/hari pekan a. Pasar buah. Rp.1.500/hari pekan 
b. Kios daruraUsementara : Pangan, sayuran, alat b. Kios darurat/sementara Pangan, sayuran, alat 

tulis rumah tangga, makan-makanan dan tulis rumah tangga, makan-makanan dan 
sejenisnya. Rp.1.000/hari sejenisnya. Rp.1.000/hari 

c. Pelataran pasar dan Badan jalan: Sayur-mayur, c. Pelataran pasar dan Badan jalan: Sayur-mayur, 
kelontong mainan anak-anak, dan sejenisnya. kelontong mainan anak-anak, dan sejenisnya. 
Rp.1.000/hari Rp.1.000/hari 

d. Pedagang daging, ayam potong dan ikan mas, d. Pedagang daging, ayam potong dan ikan mas, dan 
dan sejenis Lainnya. Rp.1.000/hari sejenis Lainnya. Rp.1.000/hari 

e. P8SilRS rokok. jamu di tepi jalan umum/kaki lima, e. Pedagang rokok, jamu di tepi ja/an umum/kaki 
dan sejenis. Rp.1.000/hari lima, dan sejenis. Rp.1.000/hari 

f. I(f8tS sorong, meja, dan sejenisnya. f. Kereta sorong, meja, dan sejenisnya. 
Rp.1.000/hari Rp.1.000/hari 

J. Pemakaian fasilitas kamar mandilWC dalam lokasi I 3. Pemakaian fasilitas kamar mandilWC dalam lokasi 
pasar sebagai berikut : pasar sebagai berikut : 
a. MandL Rp.1.500 a. MandL Rp.1.500 
b. Buang air besar. Rp.1.000 b. Buang air besar/kecil. Rp.1.000 
c. Buang air kecil. Rp.1.000 

Pasal34 Pasal34 Pasal34 disempurnakan 
Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi 
ditetapkan paling tinggi sebesar 2 % (dua persen) dari ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek 
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 9SFS8GarkilR ~i1F8m8ter Pajak (NJOP) PBS Menara Telekomunikasi per tahun . 
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Pasal 35 IPasal 35 disempurnakan 
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) dengan menambah ayat (3) 

tahun sekali. baru 
(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan 
indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

7 I Wilayah I Pasal 36 I Pasal 36 I Pasal 36 disempurnakan 
PemlJl1glltan Wil;:)yah pemunquran Retribusi .lasa Umum a&ilalat.l di Wilayah pemungutan Retribusi Jasa Umum dipunqut di 

I I I tsm~at kesistsR pelsysAsR dis81sRSS&lFaksFl SSISFfi Iwilayah Kabupaten Pesawaran. I 

6 Perubahan Tarif Pasal35 
Retribusi (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) 

tahun sekali. 
(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan 
indeks harga dan per1<embangan perekonomian. 

I I I QaSJ6lR. I I 
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1 2 543 

Pasal37 disempurnakan 
pembayaran, I (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD 

8 I Penentuan PasaJ37 BAB XII 
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT
 

tempat
 atau dokumen lain yang dipersamakan. PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
 
pembayaran (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
 PEMBAYARAN 

dimaksud sebagaimana dimaksud pada (1) dapat Pasal37 
berupa karcis, kupon, dan kartu Jangganan. I (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 

(3)	 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% lain yang persamakan. 
(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang I (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon 
ditagih dengan menggunakan STRD. dan kartu langganan. 

(4)	 Penagihan Retribusi terutang sebagaimana I (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud 
dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat pada pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas 
Teguran. Daerah. 

(5)	 Tata eara pelaksanaan pemungutan retribusi
 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 

Penambahan bab dan pasal Pasal . 
baru yang mengatur tentang 
pembayaran retribusi 

(1)	 Retribusi terutang harus dilakukan secara tunaillunas. 

(2)	 Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan selarnbat-lambatnya 15 (lima betas) 
hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

(3)	 Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran, 
angsuran dan pembayaran retribusi ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 37 ayat (3) diubah 
Administrasi (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat SANKSJ ADMINISTRASJ 

9 I Sanksi Pasal 3+	 BAB XIII 
menjadi Bab dan Pasal yang 

waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Pasal. ... mengatur sanksi administrasi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya 
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi 
yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dar; 
-----. makan CToD r...t ra... ....i """,, terut ...."" "a"" fin",L. atau Lrl.r~nn rlin~\/~:u ti~n.1.~II~~UI dlI'\.C:U I v I I' • I ~ I _U\.oI..;;Jl1 ''''''~ " • uU"U'~:J - i::J ..._'--;""... c;iii .... - .... _. --"::I ----I -~ -- "II I , ditagih dengan menggunakan STRD. I 

__l~_._~~ ._.. I IL'	 I 
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1 2 

10 Tata Cara 
Pembayaran 

3 

Pasal39 
(1)	 R8trib~si yemg t8R-ltaRS dil~nasi s8kalig~8 dimyka. 
{2)	 Tata G61Fa pembsysf61R, 198RystefsA ij61R temp61t 

psmbsyef8A fstribYsi dietYF Isbitl lemjyt €h3Agen 
PeF8tYf61R 9ljf)61ti. 

4 5 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal39 
Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan 
secara tunai/Junas. 
Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ) dilakukan selambat­
lambatnya .....hari sejak diterbitkannya SKRD atau 
dokumen lainnya yang dipersamakan. 
Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat 
pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 39 disempurnakan 

GlJBEH.NlJR LAMPllNG
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LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR 
TANGGAL: 

: GI 121 IB.III/HKl2012 
9 FEBRUARI 2012 

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN PESAWARAN TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 

-_._--_._~~.".~-- ----r-~_c-~-------~-~-~-,,_._--~.>,----_..~-~_ ~-

Materi Raperda No Rumusan Raperda
 
1
 2 3 ._---

Dasar Hukum1 1. j;?sSQI 18 syBlt (i) UA8SA~ WA8QAS QQSQF ~ ~18SSrQ -

Mengingat
 R8~W9Iil< IA89RIiIsiQ TQRIlIR 1Q4i; 

2 Cara Mengukur Pasal 13
 
Tingkat
 Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan Tingkat penggunaan
 
Penggunaan
 jenis, WI<WFQA ~ t8m~8t 8QA 'F8kw8R8i waktu penggunaan jenis, dan jangka waktu penggunaan fasilitas terminal. 

fasilitas terminal. JasaI 

Pasal 14 
~-_.~--._-~~--~ ---T3,I-r-~----

3 

Rp, 2.000/hari 
Rp.1.000/sekali masuk 
Rp,1.000/sekali masuk 

Rp.1.000isekali masuk 

Rp.1.000/sekali masuk 

Rp.1.000isekali masuk 
Rp.2.000/sekali masuk 

Rp.1.000/sekali masuk 

Rp.2.000/sekali masuk 
Rp.3.000/sekali masuk 

Rp,2.000/sekali A'IQ6w*
Rp.3.000/sekali A'IQ6w* 

1Jems Janis Janis 
Pelayanan Kendaraan/Fasilitas Pelayanan 

1 2 1 
1.	 Angkutan Umum Non Penyediaan~ 

Angkutan Pedesaan , ~ tempat parkir 
~QA/alaw a.	 Mobil Penumpang kendaraan 
fR8RyrWRkaA b.	 Bus penumpang 
P9RWR'lPiiRS c.	 Taxi dan bus 
l'iaR eatiiW 
Ii.ren~s Balli 2.	 Angkulan Pedesaan 
fl'l99iI 
P9RwR'lpaRg ~. Angkutan Antar Kota
 
IoIR'1wR'I, Uealil
 Oalam Propinsi (AKOP) 
iW6 YFAW~, a. Mobil Penumpang
 
NeR iWlO EleaR
 b. Bus
 
M8sil A RSlt~t8R
 - ekonomi 

- Eksekutive/AC~ 
4.	 Angkutan Antar 

Kola/Antar Provinsi 
(AKAP) 
a.	 Mobil Penumpang 
b.	 Bus 

1. ekonomi 
2. Eksekutive/AC
 

Tempat Parkir
 1.	 Kendaraan Umum 
a.	 Mobil Penumpang Penyediaan 
b.	 Bus tempat parkir 
r- ~_~!""~.i! ~~f'!~·'._fRo 0,., ., nnn/......... .,""'li ....,,~..I....l.I.t. ...,o.nti~r:a ~n nnn ".... v.vvv,~v,,~ ....'''''''.. I '11"-"--'--" "~"I' 

umumI I Ft	 <>l"!"lpnf> M"tnr IRp 1 OOOlsekali ~ 
T. 

Rumusan Penyempurnaan 
4 

Pasal13 
jasa terminal diukur berdasarkan 

Pasal14 
Janis
 

Kendaraan/Fasilitas
 
2 

1	 Angkutan Umum Non 
Angkutan Pedesaan : 
a. Mobil Penumpang 
b. Bus 
c. Taxi 

~	 Angkutan Pedesaan 

p.	 Angkutan Antar Kota 
Oalam Propinsi 
(AKOP) 
a. Mobil Penumpang 
b. Bus
 

- ekonomi
 
- Eksekutive/AC
 

~.	 Angkutan Antar 
KolalAntar Provinsi 
(AKAP) 
a. Mobil Penumpang 
b. Bus
 

1.ekonomi
 
2. Eksekutivel AC 

3.	 Kendaraan Umum 
a. kendaraan roda 4 
h It&llnti~r::a::an rnti~ ,:;, RD 3000/sekali narkir 

Taiif---~-~-

3 

Rp. 2000/hari 
Rp. 1.000/sekali masuk 
Rp. 1.000/sekali masuk 

Rp 1 OOO/sekali masuk 

Rp. 1.000/sekali masuk 

Rp. 1,OOO/sekali masuk 
Rp. 2.000/sekali masuk 

Rp.1.000/sekali masuk 

Rp.2.000/sekali masuk 
Rp.3.000/sekali masuk 

Rp. 2.000/sekali parkfr 

-~- -' .- . 

Keteranaan 
5 

Angka 1 dihilangkan 

Pasal 13 disempurnakan 

Pasal 14 disempurnakan 
retribusi kebersihan terminal 
sebaiknya menjadi obyek 
retribusi kebersihan dan 
ruang tunggu penumpang 
serta administrasi perizinan 
dihilangkan karena bukan 
merupakan obyek retribusi 

c. sepeda Motor Rp. 1.000/sekali parkir 
d kendaraan vano IRp, 5.000lkendaraan I I	 I 

I 12 K,"d."." """1 ""'.OOOJseka'-'" I ..... -- .....1.... m '"llioap I LI	 I
I 

II1 

I menginap	 I Tempal Usaha ~~~S.I.x... ~.p.·~2000/bulan-~'---



2 

2 3 4 5 

Rp. 2.000/sekali masuk 

Rp. 2.000/sekali mas uk 
RD. 1.000/sekali pikul 
Rp.3.000/sekali masuk 

Rp. 15.000lkontrak 

Rp. 1.000/sekali masuk 

Per Orang 

Per Orang 

Kios/Fasilitas Terminal 

~ 
. Pemakaian Fasilitas 

Kamar Mandi Umum 
, we Umum 
.Penoarnbuan Air 

Sarana 
Kebersihan 
Umum 

Tempat 
lsnrahat awak 
Kendaraan 
Umum 
Ruang Tunggu 
Penumeanq 
Administrasi 
Perizinan 

RD.5.000/bulan 
Rp. 2.000/sekali rnasuk 

Rp.1liOOQQ:lNlaR 

Rp.:;lli.OOO/911IaR 

Rp. 2.000/sekali masuk 
Rp. 1.000/sekali pikul ._ 

Rp.fiQ.OOQAllllaR 

Kios 

b 
. Pemakaian Fasilitas 

Kamar Mandi Umum 
. WCUmum 

Pengambilan Air 
+8Ff1~9t U&a~aJl(j9& 

1, K8&il ~/9IwFA8 

saAlpa!:l < g,1 
~ 

:;l. ialilQR9 f\'ehtR'l8 
6QAlPQR < g,11 M' 
&.IiI g, ~li U~Qri~ 

•. liIe&aF f\L8IWR=l8 
&aAlpa!:l > g,:ili 
~ 

.IF.... ; ......... 

Ternpat Usaha 
sarana 
Kebersihan 
Umum 

L,iR!!JkwR!!J9R 
~ 

rKl'IIill'lFiill:laR 

Tempal 
Istirahat awak 
Kendaraan 
Umum 
DI'~ll"'''''''" 
~~.." .",..,....",,­

Per Orang 

Par OraRSJ 

Rp.3.000/sekali masuk 

Rp,1,OOO's8kali AlsSNk 

Rp. 1li.gOOJI(llRlrakW:ie&lfR..,iIMaG lSFA=liAlialAi~"r ........;'I:::~ !p I 
~I"'''''''' 

3 Perubahan Tarif 
Retribusi 

Pasal 20 IPasal 20 disempurnakan 
ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) dengan menambah 1 ayat 

baru 

Pasal20 
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) 

tahun sekali. 
(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan 
indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(1) Tarif Retribusi 
tahun sekali. 

(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan 
indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

4 Wilayah 
Pemungutan 

Pasal21 
Wilayah pemungutan Retribusi S&QISA Hi tS~fist 

1E8SistSR fi8lsysRsR· jS8s ..8QAs ySFlg oissI8RggSfSksFI 
~slsm 'A11QysA KcS8WJ)st&A PS8QWQFQR. 

Pasal21 
Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Kabupaten 
Pesawaran. 

Pasal 21 disempurnakan 

5 I Penentuan 
pembayaran, i (1) 

Pasal 22 I BAB XII I Pasal 22 disempurnakan 
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT 

tempat 
pembayaran 

I 

I 

I (2) 
atau dokumen lain yang dipersamakan. PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN 
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat PEMBAYARAN 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Pasal 22 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua I (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. I 
per-sen) sefiap bulan dari retribusi yang terutang I (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat I 
yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan I Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen 
menggunakan STRD. lain yang persernae -n. 

I I I . --'- i 
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(3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana I (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon 
Teguran. dan kartu langganan 

(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi I (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. pada pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas 

Daerah. 

Pasal24 Pasal24 Penambahan bab dan pasal 
(1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka. I (1) Retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. baru yang mengatur tentang 
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pembayaran retribusi 

pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan ayat (1) dHakukan selambat-Iambatnya 15 (lima belas) 
Peraturan Bupati. hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain 

yang dipersamakan. 
(3) Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran, 

angsuran dan pembayaran retribusi ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

6 Sanksi Pasal 22 BAS... Pasal 22 ayat (2) diubah 
Administrasi (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat SANSKI ADMINISTRASI menjadi bab dan pasal yang 

waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Pasal ... mengatur sanksi administrasi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya 
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi 
yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari 
menggunakan STRD. retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan 

ditagih dengan menggunakan STRD. 

7 I Penagihan BAB XIV BAB XIV I Judul bab disempurnakan 
Tll:;r:A CAAA PENAGIHAN PENAGIHAN 

Pasal23 Pasal23 
(1) Penagihan retribusi terutang yang kurang bayar (1) Penagihan retribusi yang tidak atau kurang layak 

dilakukan dengan menggunakan STRD dengan dilakukan dengan STRD dan didahului dengan Surat 
didahului Surat Teguran. Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang 

sejenis. 
(2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindak awal (2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain 

pelaksanaan penagihan retribusi dHakukan setelah yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan 
7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 
pembayaran. I (tujuh) hari seiak jatuh tempo pembayaran. 
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1 2 3 5 

1
4 

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis 
retribusi yang terutang. diterima oleh Subyek retribusi, wajib melunasi 

retribusi yang terutang. 
(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis 

(1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan 
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

(5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan 
diatur dengan Peraturan Bupati. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain 

yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati. 

GUBERNUR LAMPUNG
 

ttd
 

S.JACHROEDIN Z.P.
 


